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Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan program penanggulangan stunting yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. Stunting merupakan masalah kesehatan masyarakat yang serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Enrekang. Implementasi kebijakan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, puskesmas, dan organisasi masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan petugas kesehatan dan pemangku kepentingan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan program penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang telah menghadapi berbagai tantangan dan mencapai beberapa keberhasilan. Faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan implementasi termasuk sumber daya manusia yang terlatih, koordinasi antar organisasi, aksesibilitas layanan kesehatan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program, antara lain penguatan kapasitas SDM, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, kampanye edukasi yang lebih intensif, serta perluasan kolaborasi antar organisasi. Penelitian ini memberikan wawasan yang mendalam tentang implementasi kebijakan program penanggulangan stunting di Kabupaten Enrekang dan memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi untuk mengatasi masalah stunting di tingkat lokal.
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PENDAHULUAN
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronis terutama pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari pada standar nasional yang berlaku atau nilai Z-Score untuk indeks TB/U < -2 SD (Kemenkes, 2020).
Dampak yang ditimbulkan akibat dari kekurangan gizi pada masa tumbuh kembang anak di usia dini yaitu akan menghambat perkembangan fisik, meningkatnya angka kesakitan, menghambat perkembangan mental anak, dan bahkan menyebabkan kematian. Balita yang mengalami masalah gizi stunting mempunyai risiko terjadinya penurunan kecakapan intelektual, produktivitas, dan kemungkinan risiko mengalami penyakit degeneratif di masa yang akan datang. Stunting merupakan salah satu permasalahan kesehatan yang masih dihadapi Indonesia sampai saat ini. Persentase balita stunting, berdasarkan World Health Organization (WHO) tahun 2019 kondisi Indonesia masih tergolong tinggi, dimana prevalensi stunting sebesar 27,67%.
Terdapat sebesar 35,7 persen balita mengalami stunting tahun 2018, angka ini lebih tinggi dari rata-rata persentase nasional. Sulawesi Selatan menempati urutan ke-4 prevalensi stunting tertinggi di Indonesia, setelah NTT, NTB dan Sulawesi Tenggara. Provinsi Sulawesi Selatan di tiap tahunnya menargetkan dari 32,4% di tahun 2019 menjadi 29,2% di tahun 2020 sehingga pada tahun 2023, tingkat penurunan stunting menjadi 19,5%. 
Ada 11 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan yang masuk kawasan penderita gizi buruk atau stunting yaitu Kabupaten Enrekang, Bone, Pinrang, Gowa, Pankajene Kepulauan (Pangkep), Tana Toraja, Sinjai, Jeneponto, Toraja Utara, Takalar dan Kepulauan Selayar. Enrekang dan Bone masuk kategori tinggi stunting berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan pravelansi stunting di Kabupaten Enrekang 45,8%, dan Bone 40,1% (Dinas Kesehatan Sulsel, 2019) .
Kabupaten Enrekang yang menjadi salah satu Kabupaten yang memiliki prevalensi yang cukup tinggi dan menduduki urutan ke-6 dengan prevalensi stunting anak sebesar 39,6% (Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, 2015). Sementara pada tahun 2019 berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan angka stunting anak di Kabupaten Enrekang meningkat hingga mencapai 45,8%, sehingga menempatkan Kabupaten Enrekang pada urutan pertama penderita stunting terbanyak di Sulawesi Selatan. Sementara itu, data pada Dinas Kesehatan Enrekang berdasarkan dari data balita dengan status gizi stunting di Kabupaten Enrekang mencapai 24,5% atau sekitar 3.771 jiwa dari total 15.405 yang ada di Kabupaten Enrekang (Dinkes Enrekang, 2019). 
Ada empat kecamatan terbanyak stunting di Kabupaten Enrekang yaitu Buntu Batu sebanyak 44,3%, Baraka 42,9%, Malua 35,5%, dan Maiwa 30,6%. Di desa Bone-Bone yang terletak di Kecamatan Baraka, merupakan salah satu daerah yang paling banyak balitanya menderita stunting yang mencapai 61,29%. Dengan demikian, maka bisa dikatakan bahwa Kabupaten Enrekang adalah penderita stunting tertinggi yang ada di daerah Sulawesi Selatan (Dinkes Enrekang, 2019). Berdasarkan data di atas peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang.


METODE
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriftif kualitatif. Pendekatan penelitian adalah studi kasus dengan tujuan menganalisis implementasi program penanggulangan stunting di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Enrekang. Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2024 – Juli 2024.


HASIL DAN PEMBAHASAN
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori George C. Edwards. Berdasarkan teori tersebut, terdapat 4 faktor penting yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Namun, dalam penelitian ini hanya berfokus pada dua faktor, yaitu sumber daya manusia dan organisasi. 

Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia merujuk pada kecukupan staff baik dari segi kualitas maupun kuantitas yang bekerja diberbagai unit dan devisi pada Dinas Kesehatan Kabupaen Enrekang khususnya yang terlibat dalam penyelenggaraan layanan kesehatan serta manajemen dan administrasi kesehatan.
Berdasarkan wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa dalam implementasi kebijakan program penanggulangan stunting pada Kabupaten Enrekang setiap tahun semikin meningkat, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa angka kejadian stunting pada kabupaten Enrekang semakin berkurang, meskipun Kabupaten Enrekang termasuk salah satu kabupaten yang memiliki angka kejadian stunitng yang paling tinggi. Namun berbagai kebijakan dalam pogram penanggulangan stunting terus dikembangkan dan dilakukan perbaikan. Sebagai contoh perbaikan dan peningkatan program GEMPITA ke program MASIGA.
Hal ini juga sejalan dengan Kebijakan yang dibuat untuk program stunting adalah Keputusan Bupati Enrekang Nomor 440/KEP/IX/2018 tentang Gerakan Masyarakat Peduli Stunting (GEMPITA) Keputusan Bupati Enrekang Nomor 141/KEP/III/2022 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Enrekang.
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa dari segi kuantitas sumber daya manusia untuk tingkat kabupaten dianggap sudah terpenuhi, namun di beberapa organisasi perangkat daerah masih terbatas yaitu di sektor kesehatan (tenaga gizi), dan , keterbatasan dana dan fasilitas di sektor kesehatan yang mendukung pelaksanaan pengukuran di lapangan sehingga dalam menerapkan kebijakan program penanggulangan stunting di Kabupaten Enrekang belum berjalan maksimal.

Organisasi
Dalam implementasi kebijakan program penanggulangan stunting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang sudah berjalan dengan baik, birokrasi memainkan peran penting. Koordinasi yang baik antara unit-unit di dalam dinas kesehatan, serta antara dinas kesehatan dengan instansi terkait lainnya, sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi program tersebut. Birokrasi yang efisien dapat memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program penanggulangan stunting berjalan lancar. Selain itu, birokrasi yang baik juga memastikan alokasi sumber daya yang efektif dan transparan, serta memungkinkan adanya pertanggungjawaban yang jelas dalam pelaksanaan program. 
Meskipun demikian, birokrasi yang berbelit-belit atau lambat dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan, oleh karena itu perlu adanya upaya untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan pada sistem birokrasi agar tujuan penanggulangan stunting dapat dicapai secara efektif dan efisien.

PEMBAHASAN
Implementasi kebijakan program penanggulangan stunting di Indonesia merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka stunting di kalangan anak-anak. Stunting sendiri merujuk pada kondisi gagal pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis yang terjadi pada masa awal kehidupan.
Data Riset Kesehatan Dasar Kementerian Kesehatan RI (Riskesdas) tahun 2018, angka prevalensi stunting di Indonesia sebanyak 8,7 juta atau 30,7% bayi berumur bawah lima tahun (balita), dalam hal ini angkanya masih di atas target yang ditetapkan Badan Kesehatan Dunia (WHO) sebesar 20%. Pemerintah Indonesia sangat memberi perhatian dalam penanganan masalah stunting, dapat kita lihat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024 pemerintah menargetkan penurunan angka stunting paling tinggi 19% pada tahun 2024. Kondisi ini menggambarkan tugas berat yang masih harus diselesaikan terkait penanggulangan stunting di Indonesia (Priyono, 2020). Analisis implementasi kebijakan program penanggulangan stunting di dinas Kesehatan kabupaten Enrekang di fokuskan pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan Organisasi.

Sumber Daya Manusia (SDM)
Sumber daya manusia di Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang memegang peran krusial dalam menganalisis dan mengimplementasikan kebijakan program penanggulangan stunting. Dengan kompetensi dalam pengumpulan dan analisis data, perencanaan program, serta monitoring dan evaluasi, mereka dapat memastikan kebijakan yang diterapkan efektif dan tepat sasaran. 
Kolaborasi dengan berbagai pemangku kebijakan dan edukasi kepada masyarakat juga menjadi kunci dalam keberhasilan program pencegahan stunting. Keberadaan tenaga kesehatan yang terampil dan berpengalaman sangat mendukung upaya penanggulangan stunting di wilayah kabupaten Enrekang.

Organisasi
Struktur birokrasi mencakup organisasi dan tata kelola suatu lembaga atau instansi pemerintah. Ini melibatkan pembagian tugas, otoritas, dan tanggung jawab, serta prosedur-prosedur administratif yang digunakan dalam implementasi kebijakan. Implementasi  kebijakan program penanggulangan stunting pada Dinas Kesehatan Kabupaten Enrekang sudah berjalan dengan baik, disposisi yang kuat sangat penting. 
Disposisi ini melibatkan sikap, keyakinan, dan komitmen yang kuat dari para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten, termasuk petugas kesehatan, pemimpin daerah, tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya. Dengan disposisi yang kuat, Dinas Kesehatan dapat memastikan program penanggulangan stunting dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencegahan stunting di masyarakat. Hal ini juga akan memastikan adanya koordinasi yang baik antara berbagai instansi dan stakeholder terkait, serta optimalisasi sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan penanggulangan stunting. Dengan disposisi yang kuat, implementasi kebijakan program penanggulangan stunting akan memiliki dampak yang signifikan dalam upaya meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Enrekang.
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KESIMPULAN
Dalam upaya penanggulangan stunting di Kabupaten Enrekang, implementasi kebijakan menunjukkan perkembangan yang signifikan namun masih menghadapi beberapa tantangan. Sumber daya manusia memainkan peran kunci dalam keberhasilan program ini. Tenaga kesehatan yang terampil dan berpengalaman sangat penting untuk analisis, perencanaan, serta pelaksanaan kebijakan. Meskipun jumlah tenaga kesehatan di tingkat kabupaten dianggap mencukupi, ada beberapa kendala yang harus diatasi. Keterbatasan pada sektor tertentu, seperti tenaga gizi, serta kurangnya fasilitas yang memadai, menunjukkan perlunya peningkatan dalam penyediaan sumber daya.
Organisasi dan struktur birokrasi juga memengaruhi pelaksanaan program penanggulangan stunting. Birokrasi yang efisien memungkinkan koordinasi yang baik antara unit-unit di Dinas Kesehatan serta dengan instansi terkait lainnya. Hal ini penting untuk memastikan proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi berjalan lancar. Namun, birokrasi yang rumit atau lambat dapat menjadi hambatan. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan sistem birokrasi secara berkala diperlukan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program.
Di tingkat nasional, penanggulangan stunting adalah prioritas utama pemerintah Indonesia. Dengan target penurunan angka stunting dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, pemerintah menunjukkan komitmen yang kuat. Meskipun ada kemajuan, angka stunting di Kabupaten Enrekang masih tinggi, yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Program yang terus dikembangkan, seperti perubahan dari Gerakan Masyarakat Peduli Stunting (GEMPITA) ke program MASIGA, menunjukkan usaha berkelanjutan untuk mengatasi masalah ini.
Disposisi dan komitmen dari semua pihak yang terlibat juga merupakan kunci keberhasilan implementasi kebijakan. Dukungan dan kesadaran yang tinggi dari para pemangku kepentingan, termasuk petugas kesehatan, pemimpin daerah, serta tokoh masyarakat, memastikan bahwa kebijakan dapat diterapkan dengan efektif. Dengan disposisi yang kuat, program penanggulangan stunting dapat dilaksanakan secara optimal, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Kabupaten Enrekang.
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